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ABSTRAK
Andi Winda Sari (B12113330), dengan judul “Pelaksanaan
Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota
Palopo”. Di bawah bimbingan Aminuddin Ilmar selaku Pembimbing I dan
Anshori Ilyas selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk
mengetahui pelaksanaan pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan
bangunan di Kota Palopo. Kedua, untuk mengetahui faktor penghambat
pelaksanaan pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan bangunan di
Kota Palopo.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo. Jenis sumber data dalam
penelitian ini data primer yang merupakan wawancara langsung dari
responden yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang
merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari
perundang-undangan, literatur, laporan-laporan, dokumen, buku, dan
penulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis.
Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan hasil
penelitian (1)Pelaksanaan pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan
bangunan di Kota Palopo belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dalam
memberikan pelayanankepada pengguna jasa yang berdasarkan pada acuan
pelayanan belum berorientasi sepenuhnya kepada pengguna jasa dalam
memperoleh pelayanan. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah
meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan terutama pada pelaksanaan
pelayanan dan lamanya proses pelayanan yang dikeluhkan masyarakat
pengguna jasa.(2) Faktor Hukum (undang-undang) : Peraturan Daerah yang
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Palopo belum dapat
diimplementasikan dengan baik oleh aparat pelayanan publik dan
masyarakat itu sendiri dan Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat : Kurangnya
Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota
Palopo Untuk Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi faktor
penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam pemberian izin
mendirikan bangunan di Kota Palopo.
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1BAB I
PENDAHULUAN`
A. Latar Belakang
Cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terwujudnya Negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang
menjadi tujuan nasional yang harus dicapai melalui penyelenggaraan
pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
Untuk menjembatani upaya kearah cita-cita luhur tersebut, telah
dirumuskan visi Indonesia masa depan, yaitu terwujudnya masyarakat
Indonesia yang religius, manusiawi, mandiri, adil, sejahtera, bersatu,
maju,dan demokratis, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan
negara. Visi tersebut menjadi pedoman reformasi untuk mewujudkan
kepemerintahan yang baik. Namun pada kenyataannya, kini daya saing
nasional Indonesia dinilai begitu rendah1.
1Santosa, P. 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung:Refika
Aditama.Hal.vii.
2Secara umum, hal tersebut terjadi karena masih rendahnya
kesejahteraan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia,
masih tingginya angka kemiskinan, dan sebagainya. Hal mendasar
terjadinya perihal tersebut adalah terjadinya kegagalan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang diartikan sebagai gagalnya proses
interaksi antara berbagai faktor dalam pemerintahan dengan kelompok
sasaran atau sebagian besar individu masyarakat. Padahal, pada intinya
penyeleggaraan pemerintahan merupakan proses koordinasi,
pemengaruhan, pengendalian, dan penyeimbangan setiap interaksi
tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
publik belakangan ini cenderung diwarnai oleh berbagai permasalahan
yang mencakup sentralisasi kekuasaan pemerintah yang banyak
melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terhambatnya
saluran aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan sebagainya yang
menunjukkan dominasi kekuasaan pemerintah2.
Pada umumnya, tugas pokok aparatur negara yang juga sebagai
abdi negara di bidang pemerintahan umum, memiliki tugas pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat.Sejak pasca reformasi, diharapkan
dapat berdampak positif terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang dapat dilihat dari semakin keterpihakkannya pemerintah terhadap
kepentingan masyarakat.Hanya saja dalam kenyataannya, semakin
meluasnya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam system
2Ibid.Hal. vii-viii.
3birokrasi publik di Indonesia sangat berimbas buruk terhadap tatanan dan
citra birokrasi dihadapan masyarakat3.
Dalam kepustakaan, istilah pelayanan publik seringkali dikaitkan
dengan pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum.Istilah
pelayanan itu sendiri merupakansuatu perbuatan atau kegiatan yang
dilakukan oleh aparatur negara untuk mengurus hal-hal yang diperlukan
masyarakat. Pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah kewajiban
utama bagi aparatur negara. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur
negara sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat
ditentukan oleh sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat dapat efisien, mudah, cepat, dan tepat serta dapat terjangkau
baik dari sisi waktu maupun dari segi pembiayaannya.Berdasarkan kajian
terhadap kinerja administrasi publik, telah diketahui adanya kesulitan yang
menyebabkan kurang berhasilnya perbaikan mutu pelayanan masyarakat
yang disebabkan oleh kurangnya sarana serta fasilitas yang tersedia,
terjadinya ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan, dan belum
mantapnya penerapan kualitas sistem manajemen serta kesejahteraan
aparatur negara dan perilaku birokrasi yang belum memadai4.
Pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan
kesejahteraan umum seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup yang
3I Gusti Agung Ayu Kartika Sari Dewi.Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)(Studi Kasus: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu dan Penanaman Modal dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar).
Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Udayana. Hal. 1.
4Adrian Sutedi. 2015. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta:Sinar Grafika. Hal.
232-233.
4berdasarkan pancasila, maka masihperlu dilaksanakan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan
nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan
generasi masa kini dan generasi masa depan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang,maka penetapan rencana tata ruang tidak
hanya dipakai sebagai kerangka konsepsional dalam perencanaan
wilayah. Akan tetapi, dapat puladigunakan sebagai dasar pengambilan
kebijakan pembangunan, termasuk penataan ruang daerah.Penataan
ruang daerah adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan
untuk mencapai tatanan ruang kawasan dan atau wilayah daerah yang
optimal dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia.
Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan
menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dengan melihat dan
memperhatikan rencana umum tata ruang.Dengan demikian, penataan
ruang daerah disebut sebagai bagian dari pembangunan nasional yang
bertujuan untuk meningkatkan fungsiwilayah daerah sebagai pusat
pembangunan daerah.Pada akhirnya, penataan ruang daerah memiliki
tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan memperkecil dampak
5negatif kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan alam
maupun lingkungan sosial5.
Penyelenggaraan pelayanan yang optimal dan efisien merupakan
amanat  dari pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-
Undang tersebut dikemukakan, bahwa setiap warga negara berhak
memperoleh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.Oleh karena itu,
penyelenggara perizinan wajib memberikan pelayanan dengan baik dan
memuaskan bagi pelaku perizinan.
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, penyelenggaraan
pelayanan publik khususnya di Kota Palopo, rata-rata masih dominan
yang bermasalah pada sistem pemerintahannya yang masihkurang efektif
dan efisien.Persoalan yang timbul yaitu sulitnya mengurus izin mendirikan
bangunan (IMB), mengingat bahwa untuk mendapatkan pelayanan, tidak
jarang dari pelaku izin  melakukannya kebeberapa instansi pemerintah
yang seringkali lokasinya terpencar-pencar, masyarakat harus
meluangkan waktu dan biaya yang tidak sedikit ditambah lagi dengan data
base instansi tidak saling terhubung satu sama lain sehingga memerlukan
waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proses perizinan6. Sulitnya
mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palopo membuat
pihak-pihak yang hendak mendirikan bangunan banyak melanggar
5Abdul Rahman Dalle.”Efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 1988 dalam Mengatur Izin Mendirikan
Bangunan dalam Menunjang Penegakan Penataan Ruang di Kota Makassar”. Skripsi S1
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2004. Hal. 1-2.
6Adrian Sutedi. Op. Cit. Hal. 232.
6peraturan yang ada, pada prakteknya banyak masyarakat yang membuat
bangunannya terlebih dahulu, sedangkan untuk mengurus surat izinnya
dilakukan belakangan, hal tersebut sudah tidak jarang lagi dijumpai di
lapangan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung yang kemudian di spesifikasikan dalam Peraturan
Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung,
dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Perizinan yang
diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membuat
bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis
yang berlaku dan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan
tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan,
kenyamanan sekaligus kepastian hukum. Selain itu, adanya Izin
Mendirikan Bangunan (IMB),menunjukkan bahwa rencana konstruksi
bangunan tersebut dapat pula dipertanggungjawabkan dengan maksud
untuk kepentingan bersama.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik
untuk menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan
Pelayanan Publik Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kota
Palopo”.
7B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo?
2. Apakah yang Menjadi Faktor PenghambatPelaksanaan
Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
di Kota Palopo?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pelaksanaan Pelayanan
Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota
Palopo.
2. Untuk Mengetahuidan Menjelaskan Faktor Penghambat
Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan di Kota Palopo.
D. Kegunaan Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif
dalamperkembangan teori hukum administrasi negara tentang
pelaksanaan izin mendirikan bangunan dalam menunjang
penegakan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Palopo.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif
dalam memperkaya khasanah pengetahuan dan pengkajian
terutama bagi mahasiswa serta para pengambil kebijakan
khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang
perizinan dalam hal ini yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
8BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pelayanan Publik
1. Pengertian Pelayanan Publik
Pada umumnya, Pelayanan Publik dapat didefinisikan
sebagai aktivitas seseorang , sekelompok dan/atau organisasi baik
langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan7.
Pelayanan publik merupakan kegiatan administrasi Negara dalam
memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.Sehingga tujuan dari
administrasi publik yaitu untuk memenuhi kepentingan publik.
Dalam memenuhi kepentingan tersebut, tentu saja harus
didukung dengan ketersediaan administrator publik yang memiliki
komitmen kepada publik. Reformasi pelayanan publik merupakan
pilihan yang tepat dalam menjawab kebutuhan dan keinginan
masyarakat akanpentingnya pelayanan yang berkualitas. Reformasi
pelayanan publik harus dijawab dengan kesiapan pemerintah
dalam melakukan inovasi penyelenggaraan pelayanan.Inovasi
pelayanan merupakan kunci penyelenggaraan pelayanan yang
merupakan hal paling fundamental dalam membangun
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, inovasi pelayanan
akan mengubah metode kerja pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan
7Harbani Pasolong. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta, cv. Hal. 128
9komitmen dari pemerintah dalam mencari dan menemukan
terobosan-terobosan baru dalam mengantisipasi tuntutan
masyarakat akan pelayanan yang adil, efektif, dan efisien.
Menurut Philip Kotler “ A service is any act or performance
that one party can offer to another that is essentially intangible and
does not result in the ownership of anything. It’s production may or
may not be tied in physical produce” (Pelayanan merupakan setiap
tindakan atau pelaksanaan yang dapat diberikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain yang pada dasarnya menunjukkan tidak nyata
dan tidak mengakibatkan kekuasaan atas segala sesuatunya. Hasil
dari pelayanan ini dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan produk
fisik8.
Dari pandangan Kotler tersebut dapat dipahami bahwa
pelayanan adalah setiap kegiatan yang memberikan keuntungan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
Pada umumnya, pelayanan publik yang sering menimbulkan
masalah yaitu pelayanan yang langsung secara orang
perseorangan.Hal itu disebabkan karena secara individual setiap
orang memiliki kararakteristik yang berbeda sehingga sikap
terhadap pelayanan yang diberikan dapat berbeda antara satu
dengan yang lainnya.Perbedaan karakteristik itulah yang dapat
berpengaruh pada penilaian terhadap pelayanan yang diberikan.
Pelayanan publik adalah produk suatu organisasi atau
institusi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik jasa
maupun barang.Produk jasa dan barang ini harus memberikan
manfaat dan kepuasan kepada masyarakat, dengan menyesuaikan
8Pendapat Kotler dikutip oleh Husni Thamrin. 2013. Hukum Pelayanan Publik di Indonesia.
Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hal. 28.
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kebutuhan dan keinginan masyarakat.Sistem pemberian pelayanan
harus dilaksanakan secara terbuka dan tidak diskriminatif9.
Dari perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat
sebagai  suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau
peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk
memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas
suatu pelayanan10. Dari sisi terminologi, istilah publik berasal dari
bahasa inggris public yang berarti umum, masyarakat, Negara.
Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan
pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil kerja melayani. Adapun
melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau
minuman, menyediakan keperluan orang, mengiakan, menerima,
menggunakan11.Jadi, pelayanan publik adalah pemberian jasa oleh
pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan
kepentingan masyarakat.
Di dalam Keputusan Menteri Penetapan Aparatur Negara
(KEPMENPAN) Nomor 67 Tahun 2003, dirumuskan
bahwapelayanan publikadalah segala kegiatan pelayanan yang
dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-
9 Abdul Sabaruddin. 2015. Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik,  Teori, Konsep dan
Aplikasi, Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 11.
10 Sirajuddin, dkk. 2012. Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi,
Malang:Setara Press. hal. 12.
11 Pendapat Kotler dikutip oleh Husni Thamrin. Op.cit. 2013. hal. 28.
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Undang Pelayanan Publik, istilah tersebut diartikan sebagai suatu
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan definisi yang ada,
maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakansegala
bentuk kegiatan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah
kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dikenal
adanya asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (AAUPB) yang sangat berfungsi dan memiliki arti penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bahasa inggris, asas
di artikan sebagai “principle”, sedangkan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia pengertian asas dapat diartikan sebagai hukum
dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau
berpendapat, dan dasar cita-cita. Asas hukum adalah aturan dasar
dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya
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mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum12.Asas
merupakan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai pangkal,
fondamen, sebagai alas atau tumpuan yang merupakan aturan
dasar dan prinsip yang abstrak yang didasari oleh peraturan konkrit
dalam pelaksanaan hukum.
Di dalam pasal 4 Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009
tentang pelayanan publik, dijelaskan asas-asas  penyelenggaraan
pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:
a. Asas Kepentingan Umum, menjelaskan bahwa pemberian
pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi
dan/atau golongan.
b. Asas Kepastian Hukum, merupakan Jaminan terwujudnya
hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
c. Asas Kesamaan Hak yaitu pemberian pelayanan tidak
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan
status ekonomi.
d. Asas Kesamaan Hak dan Kewajiban menjelaskan bahwa
pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang
harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun
penerimapelayanan.
e. Asas Keprofesionalan bahwa pelaksana pelayanan harus
memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
12Sirajuddin dkk. Op. cit. Hal. 21.
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f. Asas Partisipasi adalah peningkatan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan,dan harapan masyarakat.
g. Asas persamaan hak/ tidak diskriminatif menjelaskan bahwa
setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang
adil.
h. Asas Keterbukaan, bahwa setiap penerima pelayanan dapat
dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi
mengenai pelayanan yang diinginkan.
i. Asas akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan
harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
j. Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok
Rentanyaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok
rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
k. Asas Ketepatan Waktu, ialah penyelesaian setiap jenis
pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar
pelayanan.
l. Asas Kecepatan, Kemudahan dan
Keterjangkauanmenjelaskan bahwa setiap jenis pelayanan
dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
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3. Ruang Lingkup Pelayanan Publik
Mengenai apa yang menjadi ruang lingkup pelayanan publik,
dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 Tentang pelayanan publik, yang meliputi pelayanan barang
publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut
meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat
tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan,
jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya
alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.
Pelayanan barang publik, meliputi antara lain sebagai berikut:
a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh
instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh
suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan
daerah yang dipisahkan; dan
c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya
tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan
usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
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bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah
yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Good Governance dalam Sistem Pelayanan Publik
Indonesia merupakan salah satu negara yang
mendambakan terciptanya good governance.Untuk mencapai hal
tersebut dalam tata pemerintahan di Indonesia seharusnya
ditegakkan dalam berbagai institusi yang ada di Indonesia. Peranan
pemerintah di negara yang sedang membangun, pada umumnya
yang mencakup aspek penyelenggaraan fungsi umum, seperti
penciptaan dan pemeliharaan rasa aman dan pengaturan
ketertiban umum, penyelenggaraan hubungan diplomatik, hingga
pemungutan pajak serta penyelenggaraan fungsi pembangunan di
bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya dilaksanakan untuk
kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan
tersebut peranan negara dan pemerintah dominan dalam
pembangunan nasional semestinya telah bergeser kearah peran
masyarakat dan swasta yang lebih besar.Dengan bergesernya
paradigma government ke arah governance yang menekankan
pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani, dikembangkan
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pula paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan
kepemerintahan yang baik (good governance)13.
Good Governance (Penyelenggaraan Pemerintahan yang
baik) merupakan paradigma baru dalam pengelolaan
kepemerintahan yang menekankan kepada bagaimana pemerintah
dapat berinteraksi secara kondusif dalam kesetaraan dan
keseimbangan peranan dengan sektor swasta dan masyarakat
madani untuk berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan dan
kepentingan masyarakat. Dengan demikian, good governance
dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang sinergis dan
konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat.Dalam
menuju good governance etika politik dan pemerintahan diarahkan
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien14.
Serdamayanti mengemukakan bahwa good governance
merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan
bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga
kesinergian intraktif yang konstruktif diantara domain negara,
sektor swasta, dan masyarakat15.Selain itu, good
governance(Penyelenggaraan Pemerintah yang baik) juga
bersubstansikan adanya tata hubungan yang sinergis dengan
masyarakat luas. Masyarakat berperan secara aktif dalam proses
13Goto Kuswanto. 2012. Pelaksanaan Good Governance di Indonesia-Pemerintah Kabupaten
Banyumas.Banyumaskab.go.id. diakses pada 19 November 2016.
14Santosa P. Op.Cit. Hal. 130-131.
15Serdamayanti. 2007.Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate
Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik). Bandung: CV. Mandar Maju. Hal. 36.
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pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan melalui
instrumen kelembagaan baik yang bersifat formal maupun informal.
Oleh karena itu, good governance juga mengkriteriakan adanya
suatu proses yang berkelanjutan untuk mengakomodasi dan
memediasi konflik-konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat
sehingga dapat memperoleh kesepakatan bersama. Dengan kata
lain, konteks good governance merupakan upaya keprofesionalan
dalam mengelola urusan pelayanan publik pada semua tingkat
kepemerintahan agar menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan.
Good governance sebagai suatu instrumen yang didalamnya
terkandung berbagai prinsip-prinsip menduduki posisi yang sangat
penting dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun
prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance yang
dirumuskan dalam delapan prinsip oleh United Nation Development
Program (UNDP), yaitu sebagai berikut16:
a. Partisipatoris, setiap warga negara mempunyai suara dalam
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun
melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili
kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar
kebebasan berasosiasi, berbicara, dan berpartisipasi secara
konstruktif.
16 Agus Dwiyanto. et. Al., 2002.Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta. Hal. 79.
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b. Rule of law, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan
tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
c. Transparansi, prinsip ini dibangun atas dasar kebebasan
arus informasi. Dengan kata lain, proses lembaga dan
informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang
membutuhkan. Informasi harus dapat dipantau dan
dipahami.
d. Responsiveness, lembaga publik harus mampu merespon
kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan
kebutuhan dasar dan hak asasi manusia.
e. Consensus orientation.dalam hal ini, good governance
menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk
memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih
luas, baik dalam hal prosedur maupun kebijakan.
f. Efektivitas dan efesiensi, proses dan lembaga menghasilkan
sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan
menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
g. Akuntabilitas, para pembuat keputusan dalam negara, sektor
swasta, dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik.
h. Lembaga stakeholders, akunrabilitas ini tergantung pada
organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah
keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal
organisasi.
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Atas dasar uraian prinsip-prinsip good governance tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa wujud good governance
merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan
bertanggung jawab, serta efektif, dan efisiensi dengan menjaga
kesinergisan interaksi yang kostruktif diantara domain negara.Jika
dilihat dari tiga domain yaitu negara, sektor swasta dan
masyarakat, maka tampaknya domain state (negara) memegang
peran penting dalam mewujudkan good governance yang memiliki
fungsi pengaturan yang dapat memfasilitasi domain swasta dan
masyarakat serta memiliki fungsi administratif dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, upaya
perwujudan kearah good governance dapat dimulai dengan
membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan
dapat pula dilakukan upaya penyelenggaraan pemerintahan
sehingga dapat terwujud good governance.
Dalam memahami prinsip good governance sebagaimana
yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah prasyarat yang
dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengamati sebuah
tatanan pemerintahan apakah merupakan sistem yang demokratis
atau tidak, yaitu17:
a. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan
yang dipilih oleh rakyat harus dapat
17Affan Gaffar. 1985. Politik Indonesia Transisis Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.Hal. 7-10
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mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan
telah ditempuhnya. Selain itu, juga harus dapat
mempertanggungjawabkan perkataannya. Dalam konteks
ini, pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang
disebut sebagai publik strutiny’ (srat publik), terutama yang
dilakukan oleh media massa.
b. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan
terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara
teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu
memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup
sama sekali.
c. Rekruitmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan
terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem
rekruitmen politik yang terbuka. Artinya setiap orang yang
memenuhi sayarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih
oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam
melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.
d. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu
dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang telah
berumur delapan belas tahun keatas atau dimaksudkan
sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan
bebas menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kehendak
hati nuraninya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak
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manapun serta dapat mengikuti segala macam aktivitas
pemilihan, termasuk kampanye dan menyaksikan
perhitungan suara.
e. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara demokratis,
setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar
mereka secara bebas, termasuk didalamnya hak
mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul, berserikat,
dan hak untuk menikmati pers yang bebas.
Atas dasar uraian tersebut, jika dikaitkan dengan asas-asas
penyelenggaraan pemerintahan yang tercantumdalam pasal 4
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,
maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
sudah mengacu pada prinsip atau asas-asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, dapat diyakini
bahwa apabila perinsip-prinsip yang terkandung didalam good
governance diinternalisasi oleh penyelenggara pelayanan publik
pada setiap aktivitasnya berpaut dengan pelayanan, maka
pemenuhan kebutuhan yang bermuara pada terciptanya
kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan dari pelayanan
publik akan segera terwujud. Dengan demikian, pemerintah dapat
melaksanakan fungsinya dalam kerangka good governance, jika
diciptakan suatu sistem administrasi publik yang kooperatif dengan
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pendekatan pelayanan publik yang relevan untuk memenuhi
kepentingan masyarakat18.
B. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1. Pengertian izin
Menurut Sjahran Basah, untuk mendefinisikan suatu izin
sangatlah tidak mudah. Hal tersebut disebabkan karena antara
para ahli tidaksaling berkesepahaman, masing-masing dari para
ahli melihat dari sisi yang berlainan atas objek yang
hendakdidefinisikannya.Sukar untuk mendefinisikan tidak berarti
tidak memiliki definisi.Bahkan sejumlah definisi yang beragam telah
ditemukan dan dikemukakan oleh para ahli.Sebelum
mengemukakan beberapa definisi tentang izin tersebut, terlebih
dahulu dikemukakan beberapa istilah yangsedikit
banyaknyamemiliki kesejajaran dengan izin, adapun istilah yang
dimakasud tersebut yaitu dispensasi, konsesi dan lisensi.
a. Dispensasi
Dispensasi (Pelepasan/pembebasan) adalah pernyataan
dari pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu
ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku
terhadap kasus yang diajukan seseorang didalam
18Husni Tamrin. Op. Cit. Hal. 51-52.
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suratpermintaannya19. Didalam dispensasi dimaksudkan
perkeculian yang sungguh-sungguh atas larangan sebagai
aturan umum yang memiliki hubungan erat dengan keadaan
atau peristiwa secara khusus.W. F. Prins mengatakan bahwa
dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan
suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku
bagi suatu hal yang istimewa (relaxation legis).
b. Konsesi
H.D. Van Wijk menjelaskan bahwa bentuk konsesi
digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut
kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh
pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan
swasta).Tujuan pemberian konsesi yaitu untuk kesejahteraan
umum, maksudnya ialah sebagai suatu usaha yang dilakukan
untuk dapat memenuhi kebutuhan rakyat oleh sebab sesuatu
atau pemerintah tidak dapat melaksanakan hal
tersebut.Misalnya pemerintah kurang mempunyai tenaga ahli
dalam melakukan suatu proyek pembangunan dan
sebagainya20.
c. Lisensi
Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak atau
memperkenankan seseorang untuk menyelenggarakan atau
19Adrian Sutedi. Op. Cit. Hal. 178.
20Ibid.,hal. 177.
24
menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau
istimewa.
Secara yuridis, pengertian izin dan perizinan tertuang
dalam pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Di dalam pasal 1 angka 8,
dijelaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau
peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan
sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.Kemudian di dalam
pasal 1 angka 9 ditegaskan bahwa perizinan adalah pemberian
legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan
tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
2. Sifat Izin
Pada dasarnya izin merupakan suatu ketetapan pejabat tata
usaha negara yang berwenang, yang isi atau substansinya memiliki
sifat, sebagai berikut21 :
a. Izin bersifat terikat
b. Izin bersifat bebas
c. Izin yang bersifat pribadi
d. Izin yang bersifat kebendaan
21Ibid., Hal.175.
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e. Izin yang besifat menguntungkan
f. Izin bersifat memberatkan
g. Izin berlangsung lama
h. Izin yang segera berakhir
3. Unsur-Unsur Perizinan
Berdasarkan beberapasifat izin tersebut,maka dapat dilihat
beberapa unsur dalam perizinan, antara lain sebagai berikut:
a. Instrumen Yuridis
Salah satu prinsip negara hukum ialah pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain,
setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar
menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga untuk
mengupayakan kesejahteraan umum.Dalam melaksanakan
tugasnya, pemerintah diberi kewenangan dalam fungsi
pengaturan.Dari fungsi tersebut, muncul beberapa instrumen
yuridis untuk menghadapi bebarapa perisitiwa yang bersifat
individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan.
Berdasarkan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini
merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup
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dalam rangkaian norma hukum22. Salah satu wujud dari
ketetapan tersebut adalah izin.
b. Peraturan Perundang-undangan
Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan
sutu tindakan hukum pemerintahan.Oleh karena itu, sebagai
tindakan hukum, seharusnya ada wewenang yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan, karena suatu tindakan
hukum tidak dapat dikatakan sah jika tanpa adanya dasar
wewenang.
c. Organ Pemerintah
Organ pemerintah adalah bagian dari lembaga yang
menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun
ditingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari penelusuran
berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat
diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi
(Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah)
berwenang memberikan izin23.Antara pemerintah dan
masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik, yaitu pada satu
sisi masyarakat berpengaruh pada pemerintah dalam
menjalankan tugasnya, dari sisi lain pemerintah memberikan
pengaruh tertentu pada masyarakat melalui tugasnya.
d. Peristiwa Konkret
22Philipus M. Hadjon et al. 1998. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogjakarta: Gadjah
Mada University Press. hal. 125.
23Pendapat Sjahran Basah yang dikutip Oleh Adrian Sutedi,  op.cit., hal. 181.
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Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang
berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam
menghadapi peristiwa konkret dan individual.Peristiwa konkret
artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang
tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.
e. Prosedur dan Persyaratan
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh
prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku
pemberi izin.Pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-
persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh
pemerintah atau pemberi izin.Prosedur dan persyaratan
perizinan itu berbeda-beda tergantung dari jenis izin, tujuan izin,
dan instansi pemberi izin24.
Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat
konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif karena ditentukan
suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih
dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan
suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai
sanksi.Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada
dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau
tingkah laku yang diisyaratkan itu terjadi25.
24 Ridwan H. R. 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 207.
25 Soehino. 1984.Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan. Yogyakarta:Liberty. Hal. 97.
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4. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin
Didalam ketentuan perizinan, izinmemiliki fungsi sebagai
penertib dan pengatur. Dimaksudkan sebagai fungsi penertib
yaitu agar setiap izin tidak bertentangan satu sama lain,
sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat
dapat terwujud. Sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar
setiap perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan
peruntukkannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin.
Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan, fungsi dari izin
bangunan dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut:
a. Segi Teknis Perkotaan
Pemberian izin mendirikan bangunan memiliki arti
penting bagi pemerintah daerah untuk mengatur, menetapkan
dan merencanakan setiap pembangunan sesuai dengan
potensial dan prioritas kota, serta untuk mendapatkan pola
pembangunan kota yang ternecana dan terkontrol.
b. Segi Kepastian Hukum
Izin mendirikan bangunan sebagai pengawas dan
pengendali bagi pemerintah dalam hal pembangunan. Bagi
masyarakat, pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah
untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak bangunan yang
dilakukan, sehingga dapat menjamin tidak adanya gangguan
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atau hal-hal yang dapat merugikan pihak lain dan
memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman
dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.
Disamping itu, Izin dapat pula difungsikan sebagai instrumen
pengendali untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
sebagaimana yang telah diamanatkan pada alinea keempat
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka penataan dan
pengaturan izin sudah seharusnya dilakukan dengan sebaik-
baiknya.Sehingga dapat dikemukakan tujuan dan fungsi perizinan
sebagai pengendali aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu,
dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus
dilksanakan baik oleh masyarakat maupun oleh pejabat negara.
5. TinjauanIzin Mendirikan Bangunan (IMB)
a. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, telah diketahui
bahwa izin merupakan suatu upaya untuk mengatur setiap
kegiatan yang hendak dilakukan, yang berpeluang menimbulkan
gangguan pada kepentingan umum.Adapun mendirikan
bangunan terdiri dari dua kata yaitu “mendirikan” yang berarti
memasang, membangun, membuat, meletakkan, dan
sebagainya.Sedangan “bangunan” berarti yang didirikan (seperti
rumah, gedung dan sebagainya). Dengan demikian, menurut
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hemat penulis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah suatu
ketetapan administrasi negara (pemerintah) yang memberikan
perkenaan untuk mendirikan bangunan, mengubah,
memperbaiki, atau merenovasi suatu bangunan setelah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan
tujuan izin mendirikan bangunan yaitu sebagai upaya untuk
melindungi semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak
dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pembangunan
dan untuk mengantisipasi kepesatan pembangunan perumahan
dan sarana fisik lainnya dengan mengadakan peraturan dalam
bentuk peraturan daerah untuk menciptakan keadaan dan
kondisi kehidupan dan penghidupan yang memenuhi ketentuan
dan persyaratan lingkungan hidup yang sehat, aman, tentram,
dan indah.
b. Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Adapun syarat-syarat permohonan izin mendirikan
bangunan, adalah sebagai berikut
a) Persyaratan Administrasi
 Formulir data pemohon
 Surat permohonan bermaterai 6000
 Fotocopy KTP pemohon
 Surat kuasa dari pemilik bangunan, jika dalam hal ini
pemohon bukan sebagai pemilik bangunan
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 Surat bukti status hak tanah
 Data kondisi atau situasi tanah (data teknis)
 Foto copy keterangan rencana kota
 Pas foto warna ukuran 4 x 6 cm
 Foto copy pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB)
tahun terakhir
 Surat keterangan/persetujuan dari tetangga.
b) Persyaratan teknis
a) Data umum bangunan
b) Dokumen rencana teknis bangunan, sesuai klarifikasi
bangunan :
 Sederhana 1 lantai
 Sederhana 2 lantai
 Tidak sederhana / khusus
c. Prosedur Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan
Prosedur Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan,
antara lain sebagai berikut :
 Pemohon datang ke kantor BPMPPT, mencari tahu
informasi mengenai proses perizinan dan mengambil
formulir permohonan izin.
 Pemohon melengkapi formulir persyaratan perizinan.
 Pemohon kembali ke BPMPPT untuk menyerahkan
berkas permohonan izin pada Loket Pengajuan
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permohonan izin untuk diperiksa kelengkapan
berkasnya.
 Jika berkas dinyatakan tidak lengkap maka berkas akan
dikembaikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 Jika berkas dinyatakan lengkap, staf loket pengajuan
permohonan izin menyerahkan berkas kepada staf
bagian Back Office untuk diregistrasi, klasifikasi, dan
ditentukan jadwal peninjauan lapangan.
 Tim teknis melakukan kajian teknis dan peninjauan
lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 Setelah Tim Teknis melakukan kajian teknis dan
peninjauan lapangan  maka akan diterbitkan
rekomendasi penerbitan izin (diizinkan/tidak diizinkan).
 Apabila permohonan izin ditolak maka akan
dilayangkan surat keterangan penolakan izin pemohon.
 Apabila permohonan dinyatakan diizinkan oleh tim
teknis maka proses akan dilanjutkan pada pembuatan
naskah SK izin dan perhitungan retribusi .
 Naskah izin yang telah divalidasi oleh Kabid. Perizinan
ditandatangani oleh Kepala BPMPPT.
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 Loket Informasi menghubungi dan memberikan
informasi mengenai izin selesai dan besaran retribusi
kepada pemohon.
 Atas informasi tersebut pemohon melakukan
pembayaran ke Loket Kasir dan izin dapat diambil pada
Loket Pengambilan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum emipiris yang
yang berfungsi untuk mencari isu hukum dan permasalahan hukum yang
ada dengan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum
dilingkungan masyarakat. Adapun lokasi penelitian merupakan suatu
tempat atau wilayah di mana penelitian ini akan dilaksanakan. Mengenai
hal tersebut, dalam rangka penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian
di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kota Palopo.
B. Jenis dan Sumber Data
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni :
1) Jenis Data
a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian
dengan cara mengadakan pengamatan dan wawancara
dengan beberapa pihak. Adapun masalah sentral dalam
skripsi ini yaitu pihak Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.selaku
instansi yang berwenang dalam  menerbitkan izin mendirikan
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bangunan dan beberapa masyarakat yang mengurus izin
mendirikan bangunan di Kota Palopo.
b. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari hasil
penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
langsung dengan masalah izin mendirikan bangunan,
internet, buku-buku hukum, hasil penelitian, aturan
perundang-undangan dan lain sebagainya yang berkaitan
dengan masalah yang sedang diteliti.
2) Sumber Data26
a. Studi Kepustakaan (Library Research)
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang
dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan
memahami berbagai literatur, peraturan perundang–undangan
dan peraturan lainnya baik buku–buku literatur ilmu hukum
serta tulisan–tulisan hukum lainnya yang relevan dengan
permasalahan penulisan skripsi ini.
b. Studi Lapangan (Field Reasearce)
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau
objek penelitian melalui pengamatan langsung (observasi).
26Zainuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika. Hal. 176.
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C. Teknik Pengumpulan Data
1. Penelitian kepustakaan
Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan
dengan mempelajari berbagai bahan pustaka yang berkaitan
dengan topik pembahasan pada penelitian ini, antara lain peraturan
perundang-undangan, laporan media cetak, dan buku literatur.
2. Wawancara (interview)
Penulis mengadakan wawancara langsung dan terbuka
kepada reponden yang dianggap refresentatif untuk membahas
tuntas permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang dimaksud
adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo dan beberapa masyarakat Kota
Palopo..
D. Analisis Data
Data primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam
penelitian ini, dirampungkan dalam bentuk laporan penelitian
(skripsi) dengan menggunakan pendekatan konseptual dan
pendekatan perundang-undangan.Dengan pendekatan konseptual,
dilakukan penelusuran buku-buku hukum. Didalam buku-buku hukum
itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo.
a. Deskripsi Umum
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo merupakan suatu lembaga
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
yang memiliki motto pelayanan mendorong terciptanya iklim
investasi yang kondusifmelaluipelayanan perizinan yang
amanah, profesional,dantransparan. Adapun dasar hukum
pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo, yaitu sebagai
berikut:
 Perda Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Palopo;
 Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palopo;
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 Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Pengelolaan dan
Penandatanganan Perizinan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;
 Perda Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4
Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu
menciptakan pelayanan yang efisien dengan menerapkan misi
pelayanan dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
penanaman modal yang terkoordinasi dan terintegrasi
berdasarkan prinsip implifikasi, transparansi dan kepastian,
melayani sesuai standar pelayanan yang ditetapkan,
memberikan dan menyediakan informasi yang akurat tentang
perizinan dan penanaman modal, meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan perizinan kearah
aparatur yang profesional, jujur dan berdedikasi, serta
merumuskan kebijakan yang mendorong terwujudnya iklim
investasi yang  kondusif.
b. Jumlah pegawai DPMPTSP
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Jumlah pegawai DPMPTSP Kota Palopo yaitu sebanyak
73 (Tujuh Puluh tiga) Orang, dengan rincian sebagai berikut:
 Kepala Badan 1 (Satu) Orang
 Sekretaris 1 (Satu) Orang
 Kabid 4 (Empat) Orang
 Kasubag 3(Tiga) Orang
 Kasubid 8 (Delapan) Orang
 Staf PNS 24 (Dua Puluh Lima) Orang
 Staf PTS 32 (Tiga Puluh Dua)Orang
2. Kondisi Geografis Kota Palopo
Kota Palopo merupakan salah satu wilayah kota administratif
Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada koordinat 253’15” -
304’08’’ LSdan 12003’10” - 12014’34” BT dengan luas wilayah
247,52 Kilometer persegi atau sama dengan 0,39 dari luas
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Mengenai batasan-batasan
wilayah kecamatan Kota Palopo, antara lain sebagai berikut :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang
Kabupaten Luwu.
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua
Kabupaten Luwu.
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon
Nanggala Kabupaten Toraja Utara, dan
 Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
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Berdasarkan kondisi  geografisnya, secara administratif Kota
Palopo memiliki 9 (Sembilan) wilayah administrasi kecamatan yang
meliputi Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan
Wara Timur, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Utara,
Kecamatan Sendana, Kecamatan Bara, Kecamatan Mungkajang,
dan Kecamatan Telluwanua dengan jumlah 48 Kelurahan.
Adapun komposisi jumlah kelurahan, sebagai berikut :
 Kecamatan Wara terdiri dari  6 Kelurahan.
 Kecamatan Wara Selatan terdiri dari 4 Kelurahan.
 Kecamatan Wara Timur terdiri dari 7 Kelurahan.
 Kecamatan Wara Barat terdiri dari 5 Kelurahan.
 Kecamatan Wara Utara terdiri dari 6 Kelurahan.
 Kecamatan Sendana terdiri dari 4 Kelurahan.
 Kecamatan Bara terdiri dari 5 Kelurahan.
 Kecamatan Mungkajang terdiri dari 4 Kelurahan.
 Kecamatan Telluwanua terdiri dari 7 Kelurahan.
Diantara 9 (Sembilan) komposisi kelurahan wilayah
kecamatan tersebut diatas, kecamatan terluas yang terletak di Kota
Palopo yaitu Kecamatan Wara Barat dengan luas wilayah
kecamatan sebesar 54,13 Km2. Sedangkan wilayah kecamatan
tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas wilayah
10,58 Km2. Akan tetapi, jarak antara seluruh ibu kota kecamatan ke
jantung kota Kota Palopo memiliki jarak yang relatif dekat yang
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berkisar antara 1-5 Km, kecuali Kecamatan Telluwanua yang
tercatat memiliki jarak berkisar 12,00 Km.
B. Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palopo
Sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap
penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib
menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap
jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di
lingkungan masing-masing. Kemudian dikuatkan dengan disahkannya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (permenPANRB) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
yang merupakan Revisi dari permenPANRB Nomor 36 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis, Penyusunan, Penetapan dan Penerapan
Standar Pelayanan.
Berdasarkan teori Standar Pelayanan yang tertuang dalam
PermenPANRB RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis,
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan, yang
mengartikan bahwa, standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan merupakan acuan
penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, tepat,
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terjangkau, dan terukur. Selain itu, juga dijelaskan mengenai komponen
standar pelayanan yang dibedakan menjadi  dua bagian, yaituKomponen
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(service delivery) dan Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), yang
meliputi27 :
 Persyaratan
 Sistem, mekanisme, dan prosedur
 Jangka waktu penyelesaian
 Biaya/tarif
 Produk pelayanan
 Penanganan pengaduan, saran dan masukan
 Dasar hukum
 Sarana dan prasarana, dan /atau fasilitas
 Kompetensi pelaksana
 Pengawasan internal
 Jumlah pelaksana
 Jaminan pelayanan
 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 Evaluasi kinerja pelaksana
Sehubungan dengan tugas Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo
27Lihat di permenPANRB RI Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, BAB IIIA
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sebagai pelaksana pemberi izin, dalam hal ini pemberian izin mendirikan
bangunan (IMB) di Kota Palopo, maka pemerintah daerah Kota Palopo
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10, Tangal 22 November 2016,
mengenai standar operasional prosedur Pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) di DPMPTSP Kota Palopo, sebagai berikut28:
 petugas loket pendaftaran Memeriksa kelengkapan Berkas
Permohonan, Menginput dan meregistrasi Permohonan,
memberikan bukti penerimaan permohonan kepada
pemohon, mengisi dan memaraf Kartu Kendali dan
menyerahkan berkas permohonan kepada Bidang
Pengolahan.
 Bidang Pengelolahan dan non perizinan Memeriksa berkas
permohonan, menentukan bentuk kajian dan komposisi TIM
Teknis, Mencetak dan memaraf surat tugas Tim Teknis,
mengisi dan memaraf kartu Kendali
 Tim Tekhnis Melakukan kajian teknis, dan Pemeriksaan
lokasi, melakukan Penghitungan Retribusi, memberikan
rekomendasi persetujuan atau penolakan penerbitan izin,
membuat dan menandatangani BAPL, mengisi dan memaraf
kartu kendali
28 Diambil dari Flowchart Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) DPMPTSP Kota Palopo.
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 Petugas SKRD mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah
dan Surat Setoran Retribusi Daerah, Slip Setoran, mengisi
dan memaraf kartu kendali
 Petugas informasi menghubungi Pemohon untuk
menyampaikan izinnya telah selesai, jumlah retribusi izin
yang harus dibayar dan menyerahkan Lembar SKRD
Kepada pemohon untuk selanjutnya akan menjadi dasar
pemohon untuk membayar ke loket pembayaran, serta
mengisi dan memaraf kartu kendali
 Penginputan data pembayaran izin dan menyerahkan  bukti
pelunasan retribusi ke pemohon serta mengisi dan memaraf
kartu kendali di lakukan di Loket Pembayaran
 Bagian pencetakan izin mencetak Naskah surat izin, serta
mengisi buku register dan memaraf kartu kendali
 Penandatanganan surat izin serta mengisi dan memaraf
kartu kendali oleh Kepala DPMPTSP Kota Palopo
 Pemberian cap stempel yang dilakukan di loket pembayaran
danpetugas loket pembayaran menyerahkan surat izin ke
pemohon, dengan meminta tanda terima berkas pendaftaran
dari pemohon, dan menandatangani buku register
penyerahan izin  serta mengisi dan memaraf kartu kendali.
Dari uraian Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor10, Tanggal 22
November 2016, mengenai standar operasional prosedur Pelayanan Izin
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Mendirikan Bangunan (IMB) di DPMPTSP Kota Palopo tersebut diatas,
maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sejauh ini tata
pelaksanaan pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di
Kota Palopo telah ditetapkan dengan kejelasan Standar Operasional
Pelayanan dalam pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di kantor
BPMPPT Kota Palopo. Sehingga baik masyarakat maupun pemohon izin
dapat langsung ke petugas loket pendaftaran yang berada dikantor
DPMPTSP Kota Palopo yang terletak di jl. K. H. M. Hasyim No. 5 tepatnya
disudut kiri lapangan pancasila Kota Palopo, jika ingin mengetahui lebih
jelas lagi mengenai tata pengurusan izin mendirikan bangunan di Kota
Palopo, masyarakat dapat langsung ke Kantor DPMPTSP Kota Palopo
dan dapat pula langsung melakukan pendaftaran permohonan izin jika
syarat atau kelengkapan berkas telah terpenuhi sesuai dengan syarat
yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Tahun
2016 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan non perizinan di
DPMPTSP Kota Palopo, sebagai berikut :
a. Persyaratan Administrasi :
 Formulir data pemohon
 Surat permohonan bermaterai 6000
 Fotocopy KTP pemohon
 Surat kuasa dari pemilik bangunan, jika dalam hal ini
pemohon bukan sebagai pemilik bangunan
 Surat bukti status hak tanah
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 Data kondisi atau situasi tanah (data teknis)
 Foto copy keterangan rencana kota
 Pas foto warna ukuran 4 x 6 cm
 Foto copy pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun
terakhir
 Surat keterangan/persetujuan dari tetangga.
b. Persyaratan Teknis :
 Data umum bangunan
 Dokumen rencana teknis bangunan, sesuai klarifikasi
bangunan :
 Sederhana 1 lantai
 Sederhana 2 lantai
 Tidak sederhana / khusus
Lalu kemudian di laksanakan berdasarkan sistem, mekanisme dan
prosedur pelaksanaan sesuai ketentuan sebagai berikut :
a. Proses Prapermohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
 Permohonan KRK oleh Pemohon di Loket Advice Planning
 Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di Loket Informasi Front Office DPMPTSP, atau
melalui tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor
Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.
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 Pemohon mengurus rekomendasi teknis dari Instansi
berwenang (Untuk Bangunan Gedung tidak sederhana untuk
kepentingan umum  dan bangunan khusus)
b. Proses Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
 Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi
dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket
Pendaftaran
 Staf Loket Pendaftaran  memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan
registrasi pendaftaran permohonan izin dan pemohon
diberikan bukti pendaftaran
 Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak
diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi
 Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap
diteruskan ke Bidang pengolahan perizinan dan non
perizinan yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk
kajian dan komposisi Tim teknis.
c. Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
 Penilaian dokumen rencana teknis oleh TIM Teknis,
termasuk kunjungan lapangan
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 Khusus untuk bangunan tidak sederhana untuk kepentingan
umum dan bangunan khusus, maka pertimbangan teknis
dilakukan oleh TABG
 Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke
Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan untuk
diterbitkan surat penolakannya dan disampaikan ke
pemohon sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.
 Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan
ke Kepala Sub Bagian Keuangan untuk dilakukan
penghitungan retribusi dan  pencetakan SKRD.
 Petugas Loket Informasi di Front Office menghubungi
pemohon, menyampaikan besaran retribusi dan meminta
pemohon untuk membayarkan retribusi di loket pembayaran.
 Petugas loket pembayaran menerima dan merigistrasi
pembayaran pemohon sesuai SKRD dan memberikan bukti
pembayaran retribusi kepada pemohon.
 Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan
pencetakan izin.
 Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala
DPMPTSP, di cap stempel dan diarsipkan di Bidang
Pelayanan Perizinan dan non perizinan dan diteruskan ke
loket penyerahan.
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 Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti
pendaftaran, bukti pembayaran dan kesesuaian identitas
pemohon dengan jangka waktu pelayanan maksimal 12 hari
kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
Selain itu, pada BAB III A permenPANRB RI No. 15 Tahun 2014
juga dijelaskan mengenai waktu pelayanan yang dikembangkan oleh
penulis dengan mengartikan bahwa, waktu pelayanan adalah jangka
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.
Terkait waktu penyelesaian pelayanan izin mendirikan bangunan di kantor
DPMPTSP Kota Palopo, ditetapkan maksimal 12 hari kerja sejak berkas
permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal ini dimaksudkan lengkap
berdasarkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah di
tetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo.
Selain itu, pelaksanaan permohonan izin juga harus diproses
berdasarkan Standar Operasional (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dan
jika pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan, pelaku izin dapat
menyampaikan keluhan dan atau melakukan pelaporan atau pengaduan,
saran, serta masukan kepada pihak DPMPTSP Kota Palopo, adapun tata
cara pengaduannya adalah sebagai berikut29:
29Surat Keputusan Walikota Palopo Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan DI DPMPTSPT Kota Palopo Nomor 6 poin B
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 Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Data dan Pengaduan  atau staf loket pengaduan di lingkungan
DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
 Saran dan aduan dapat disampaikan melalui loket pengaduan,
kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkan oleh DPMPTSP.
 Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
 Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan
diterima dengan lengkap.
Disamping itu, dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB)
tentu tidak terlepas dari biaya administrasi maupun rincian yang harus
dibayar oleh pelaku izin kepada pihak DPMPTSP selaku pemberi Izin Kota
Palopo. Akan tetapi, dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan di
Kota Palopo khususnya di DPMPTSP selaku penerbit izin, bahwa setiap
pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) tidak dikenakan biaya
administrasi. Adapun pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat
sebagai pelaku izin yaitu biaya retribusi bangunan, mengenai retribusi
tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Walikota Palopo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah,
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yang dilaksanakan dengan rumusan Biaya/Retribusi dan dihitung
berdasarkan rumusan, sebagai berikut :
R = X x Y x S
Dengan Keterangan : R :  Nilai Retribusi
X : Koefisien Jalan
Y : Koefisien Fungsi Bangunan
S : Harga Bangunan.
Untuk menunjang kelancaran pada tahapan pelaksanaan
pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di kantor
DPMPTSP Kota Palopo juga tidak dapat terlepas dari sarana
danprasarana operasional serta fasilitas yang digunakan dalam setiap
aktivitas di kantor DPMPTSP Kota Palopo. Adapun sarana yang tersedia
untuk pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) meliputi
Meja, kursi, alat tulis kantor (ATK), checklist, almari, komputer, printer,
komputer server, scanner, CCTV, kamera, proyektor, lemari arsip, wifi,
alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat telekomunikasi,
sarana kebersihan dan keindahan Kantor. Selain itu, terdapat pula
prasarana yang meliputi Instalasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja,
ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data
dan gudang arsip. Adapun fasilitas yang tersedia di kantor DPMPTSP
Kota Palopo, antara lain Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu
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ber AC, Lapangan Parkir Gratis, sarana hiburan Televisi dan akses
internet gratis.
1. Proses pengurusan Izin Mendirikan di Kantor Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo
Proses merupakan suatu urutan pelaksanaan atau kejadian
yang terjadi secara alami yang mungkindilakukan dengan
menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya,
yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses dapat dikenali
dengan perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari
satuobjek atau lebih di bawah pengaruhnya atau dalam bahasa
sehari-hari dapat dikatakan sebagai jenjang atau tahapan untuk
memperoleh suatu hasil yang di butuhkan.
Sama halnya dengan pengurusan izin mendirikan bangunan
(IMB), terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh pemohon.
Sedangkan untuk melalui tahap demi tahap jelas akan
membutuhkan waktu pelaksanaan. Dalam tahapan tersebut, ada
beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pemohon dan
adapula prosedur yang harus dilalui mulai dari pendaftaran sampai
dengan diterbitkannya izin mendirikan bangunan tersebut.
Mengenai syarat dalam pengurusan izin mendirikan
bangunan (IMB) di Kota Palopo, telah dijelaskan sebelumnya
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bahwa dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) memiliki
2 syarat, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
Dalam hal pemenuhan persyaratan administrasi
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan
hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam melengkapi berkas
persyaratannya pemohon terlebih dahulu harus mengambil surat
pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang kemudian disahkan
oleh lurah setempat, pemohon juga diwajibkan melampirkan surat
keterangan bahwa tanah yang diatasnya akan didirikan bangunan
tidak dalam sengketa atau bermasalah dengan hukum. Surat
keterangan tersebut dikeluarkan oleh lurah setempat dengan
melampirkan foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah),
serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
kemudian disahkan oleh camat setempat.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan, baik
itu bangunan baru, renovasi, pemutihan maupun balik nama harus
memiliki izin mendirikan bangunan. Persyaratan yang tercantum
dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 3 tentang
bangunan gedung, merupakan persyaratan umum yang telah
ditetapkan bagi pemohon yang ingin memiliki izin mendirikan
bangunan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud, antara lain:
a) Bangunan Baru, memiliki :
 Surat Permohonan
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 Surat Persetujuan Tetangga yang diketahui oleh
Lurah
 Foto Copy Surat Bukti kepemilikan tanah
 Foto Copy KTP yang masih berlaku
 Gambar rencana bangunan,
 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 Izin Khusus/Rekomendasi untuk bangunan tertentu.
b) Bangunan Lama, terdiri dari :
 Gambar Sket/Denah Bangunan sesuai kondisi
terakhir
 Foto Copy KTP yang masih berlaku
 Foto Copy Surat bukti kepemilikan Tanah
c) Mengubah Bangunan, memiliki :
 Surat Permohonan
 Surat Persetujuan Tetangga yang diketahui oleh
Lurah
 Foto Copy Surat Bukti kepemilikan tanah,
 Foto Copy KTP yang masih berlaku
 Gambar rencana bangunan,
 Rencana Anggaran Biaya (RAB),
 Izin Khusus/Rekomendasi untuk bangunan tertentu
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 Memperlihatkan Dokumen IMB Lama yang asli dan
melampirkan Foto Copy bersama dokumen lainnya
sebagai persyaratan permohonan IMB.
d) Balik Nama, melampirkan :
 Surat Permohonan
 Memperlihatkan dokumen IMB Asli
 Foto Copy KTP yang masih berlaku
 Surat Bukti pengalihan Hak.
Persyaratan administrasi secara umum yang harus
dilengkapi oleh pemohon sebelum mengajukan permohonan izin
mendirikan bangunan (IMB), terlebih dahulu pemohon harus
mengambil surat izin peruntukan lahan. Khusus untuk bangunan
gedung yang berfungsi sebagai bangunan rumah tinggal pribadi,
diwajibkan untuk melampirkan surat izin peruntukan lahan tersebut.
Izin peruntukan lahan ini dikeluarkan langsung oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Palopo, setelah berkas administrasi masuk dan
perlu untuk dipahami bahwa dalam hal pengurusan surat izin
peruntukan lahan ini tidak dikenakan biaya apapun (gratis).
Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Palopo
juga harus dilengkapi dengan spesifikasi perencanaan bangunan
secara teknis. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar yang diajukan
oleh pemohon. Berikut ini merupakan kelengkapan minimal
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dokumen rencana teknis bangunan gedung pada umumnya yang
disyaratkan dalam permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB)
disesuaikan dengan penggolongan meliputi:
a. Bangunan gedung sederhana.
Data umum bangunan gedung memuat informasi:
 Fungsi/klasifikasi bangunan gedung;
 Luas lantai dasar bangunan gedung;
 Total luas lantai bangunan gedung;
 Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan
 Rencana pelaksanaan.
Rencana teknis bangunan gedung, yang meliputi:
 Gambar pra-rencana bangunan gedung, yang terdiri
atas gambar siteplan/situasi, denah, tampak, dan
gambar potongan; dan
 spesifikasi teknis bangunan gedung.
b. Bangunan gedung sampai dengan 2 (dua) lantai
 Data umum bangunan gedung;
 Rancangan arsitektur bangunan gedung;
 Rancangan struktur secara sederhana/prinsip; dan
 Rancangan utilitas bangunan gedung secara
sederhana / prinsip.
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c. Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai dan bangunan
lainnya pada umumnya.
 Data umum bangunan gedung
 Rencana teknis bangunan gedung meliputi;
 Gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar
site plan/situasi, denah, tampak, potongan, dan
spesifikasi umum finishing bangunan gedung;
 Gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar
struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk
struktur atap, dan spesifikasi umum struktur
bangunan gedung;
 Gambar rancangan utilitas (mekanikal dan
elektrikal), terdiri atas gambar sistem utilitas
(mekanikal dan elektrikal), gambar sistem
pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem
sanitasi, sistem drainase, dan spesifikasi umum
utilitas bangunan gedung;
 Spesifikasi umum bangunan gedung;
 Perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2
(dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur
lebih dari 6 m; dan
 Perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan
elektrikal)
58
Dalam hal pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB)
pemohon diwajibkan untuk taat akan prosedur yang telah di
tetapkan oleh Pemerintah Kota Palopo, yang bekerja sama dengan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan
(IMB) sebagai pengawas teknis dan penerbit izin mendirikan
bangunan (IMB) di Kota Palopo.
Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan izin mendirikan
bangunan di Kota Palopo, yaitu pemohon izin harus terlebih dahulu
mengambil formulir di Loket Pendaftaran Kantor Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Palopo Setelah mengambil formulir, pemohon diarahkan untuk
mengisi formulir tersebut danmengambil keterangan persetujuan
tetangga, yang selanjutnya disetujui oleh lurah setempat dilanjutkan
dengan pengambilan surat keterangan bebas sengketa oleh lurah
dan diketahui oleh camat.
Setelah melengkapi berkasnya, pemohon dapat melakukan
pendaftaran di Loket Pendaftaran Kantor DPMPTSP Kota Palopo
dengan menyerahkan formulir permohonan izin mendirikan
bangunan disertai dengan kelengkapan berkasnya. Kemudian
diarahkan ke Bidang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan
untuk dikaji secara teknis berkas permohonan tersebut. Staf Bidang
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Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan meminta pemohon
memperlihatkan surat tanah yang asli dan sah menurut hukum,
memeriksa surat keterangan bebas sengketa dari pemerintah
setempat (Lurah dan Camat),memeriksa kesesuaian antara
lahan/lokasi dengan peruntukan lahan yang dimohonkan,
menanyakan letak lahan/lokasi secara jelas serta persyaratan
lainnya. pemeriksaan Berkas secara admnistrasi ini biasanya
berlangsung selama 1-2 hari karena oleh staf/pegawaiPengelolaan
Perizinan dan Non Perizinan biasanya terlebih dahulu
mengumpulkan berkas yang telah diperiksa baru kemudian
dilanjutkan ke Tim teknis untuk pemeriksaan selanjunya.
Staf Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kemudian
memberitahukan kepada pemohon bahwasanyauntuk
kelanjutannya akan dihubungi setelah Kepala Bidang Pengelolaan
Perizinan dan Non Perizinan menyetujui ataupun menolak berkas
permohonan tersebut. Setelah semua berkas diperiksa oleh staf
Bidang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan baru kemudian di
serahkan kepada Tim Tekhnis untuk melakukan kajian teknis dan
pemeriksaan lokasi dengan melihat perencanaan gambar yang
diajukan oleh pemohon. Dari gambar tersebut dilihat kesesuaian
luas lahan dan luas bangunan, apakah gambar tersebut sudah
sesuaidengan peruntukan lahannya.
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Sebelum melakukan pemeriksaan Lokasi, Tim Tekhnis
terlebih dahulu mencatat tanggal penerimaan atau pengiriman
berkas dari Bidang Pengolaan Perizinan dan Non Perizinan.
Pemeriksaan Lokasi ini dilakukan untuk memeriksa kesesuaian
antara luas tanah yang ada pada surat tanah (sertifikat tanah)
dengan kenyataan yang ada di lokasi dengan melakukan
pengukuran. Ketika tim tekhnis telah berada di lokasi tersebut,
mereka juga melihat kesesuaian syarat-syarat teknis dari bangunan
yang direncanakan dengan melihat kondisi lokasi yang akan
didirikan bangunan.
Setelah melakukan peninjauan langsung ke lapangan Tim
Teknis kemudian membuat laporan peninjauan lapangan (LPL)
yang isinya memuat seluruh hasil peninjauan lapangan, antara lain
lebar jalan (AS) Jalan ke Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis
Sempadan Pagar ke Garis Sempadan Bangunan yang seharusnya,
situasi lahan, peletakan bangunan yang seharusnya, dan lain-lain.
Apabila gambar yang diajukan oleh pemohon tersebut telah
memenuhi syarat dan sudah sesuai pada pemeriksaan lokasi,
maka gambar tersebut dapat dibukukan. Kemudian Tim Tekhnis
dapat menentukan apakah permohonan tersebut diberikan
rekomendasi atau bisa saja dilakukan penolakan penerbitan izin.
Berkas permohonan yang telah disetujui untuk diproses, kemudian
dibuatkan BAPL dengan membubuhkan tanda tangan dari kepala
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tim tekhnis. Selain itu, tim tekhnis juga mengisi dan memaraf kartu
kendalinya. Namun, Apabila berkas permohonan yang diajukan
ternyata ditolak, maka pihak petugas informasi Kantor DPMPTSP
Kota Palopo akan menghubungi pemohon untuk datang dan
menjelaskan mengenai alasan penolakan permohonan tersebut.
Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan telah
memenuhi syarat untuk diproses, dapat disatukan dalam satu map
yang telah disediakan oleh pihak Bidang Pengolaan Perizinan dan
Non Perizinan. Setelah berkas permohonan izin mendirikan
bangunan (IMB) telah diperiksa secara teknis dan secara
administrasi yang dilanjutkan dengan peninjauan lapangan, maka
dilakukanlah perhitungan retribusi. Kemudian dibuatkan surat
pengantar ke petugas SKRD untuk diberikan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD),
dan Slip Setoran.Setelah dibuatkan surat pengantar ke petugas
SKRD untuk diberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD),
Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), dan Slip Setoran. Maka
pemohon izin (masyarakat) diberikan surat pengantar untuk
melakukan pembayaran di loket pembayaran (Bank sulsel) yang
telah disediakan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo
Setelah pemohon melakukan pembayaran maka akan
menerima bukti pembayaran retribusi dalam bentuk STS 3 rangkap,
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yang asli dipegang oleh pemohon izin itu sendiri, yang duanya lagi
dibawah pemohon untuk serahkan ke pegawai DPMPTSP Kota
Palopo. 1 (satu) kembali ke petugas loket pembayaran (Bank
sulsel) sebagai arsip, dan satunya lagi diberikan kepada petugas
SKRD sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar retribusi
yang ditetapkan untuk pemohon izin.
Setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi di loket
pembayaran (Bank Sulsel), pemohon kemudian diarahkan ke
petugas SKRD untuk menyetor kembali salah satu arsip bukti
pembayaran retribusi tersebut. Selanjutnya bukti pembayaran
retribusi pemohon dilampirkan ke dalam berkas permohonan untuk
diajukan ke Kepala Bidang Pengolaan Perizinan dan Non Perizinan
untuk ditandatangani gambarnya, kemudian Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Palopo mengesahkan rekomendasi dan
gambarnya dengan membubuhi tanda tangan rekomendasi dan
gambar tersebut.
Setelah penginputan data selesai dilakukan, maka pihak
Petugas informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo
menghubungi pemohon izin untuk mengambil surat izin mendirikan
bangunan yang telah rampung dan menandatangani buku registrasi
permohonan izinnya.
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2. Masalah-masalah yang Muncul dalam Pelaksanaan Izin
Mendirikan Banguna (IMB) di Kota Palopo
Berdasarkan pengamatan dalam penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis, bahwa dalam proses pengurusan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palopo, baik dilihat dari segi
persyaratan maupun dari segi prosedurnya sudah cukup jelas dan
sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2013. Akan tetapi, dalam
pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah, seperti:
a. Kurang responsifnya pelayan publik dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan publik yang akuntabel ialah pelayanan yang
responsif. pelayanan publik yang responsif tentu pelayanan yang
mengutamakan dan menempatkan kepentingan masyarakat
pengguna jasa sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Berbagai sumber daya yang dimiliki oleh
organisasi harus diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan
pengguna jasa di atas kepentingan yang lain, hal ini berarti
organisasi telah memberikan penghargaan terhadap eksistensi
masyarakat sebagai pengguna jasa yang harus mendapatkan
prioritas pelayanan dari abdi negara yaitu birokrasi itu sendiri.
Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak
energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan
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publik. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari
besarnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara
efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna
jasa.Aparat birokrasi yang ideal ialah yang tidak dibebani oleh
tugas-tugas kantor lain diluar tugas pelayanan kepada masyarakat.
Aparat pelayanan yang ideal juga seharusnya tidak memiliki
pekerjaan lain yang dapat mengganggu tugas-tugas pelayanan.
Menurut Bapak Syam Zain, S.IP Selaku Pegawai Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Palopo, beliau menuturkan bahwa30:
“…masih ada pegawai yang memiliki tugas ganda…”
Berdasarkan wawancara dan hasil pengamatan yang
telah penulis lakukan di Kantor Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo, penulis sering
mendapatkan petugas/pegawai tidak sedang di tempat, oleh
karenasedang ada di luar kantor untuk menghadiri kegiatan
diluar kepentingan organisasi.Haltersebut kadang membuat
masyarakat pengguna jasa harus menunggu. Selain itu,
pengguna jasa dibiarkan menunggu dengan alasan petugas
yang bersangkutan lagi sementara mengikuti rapat dan sedang
dipanggil oleh pimpinan.
30Hasil Wawancara tanggal 5 januari 2017
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Salah satu masyarakat yang mengurus izin (Ibu Nia) juga
mengatakan bahwa beliau seringkali menunggu, oleh sebab
adanya berbagai alasan diantaranya petugas belum datang,
sedang rapat, atau sedang tidak ada ditempat karena ada
kepentingan diluar.
“…saya datang dari jam 9 pagi, tapi belum ada petugas di
loket pendaftaran, jadi saya tunggu. Petugas baru datang
sekitar jam 10an…”
Selain itu, Ibu Hasna juga mengemukakan bahwa:
“….sudah 2 hari saya datang mengurus, sudah 2 hari juga
pegawainya terlambat datang. Ada lagi yang cepat datang,
bukan lagi bagiannya di loket pengurusan izin…”
Mendengar hal tersebut, penulis melakukan pengamatan
langsung di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo Kota
Palopo. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa benar dalam
memberikan pelayanan terhadap publik, pemberi jasa masih
kurang akuntabel, dimana masyarakat/pengguna jasa masih
dibiarkan menunggu Karena aparat birokrat seringkali tak ada di
tempat dan salah satu penyebabnya ialah karena dipanggil oleh
atasan. Prinsip loyalitas kepada atasan lebih dikenalkan
daripada loyalitas kepada publik.
Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis menganggap
bahwa aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik
seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma
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pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan
kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat
birokrasi untuk akuntabel terhadap masyarakat yang
dilayaninya.Tugas atau kegiatan kantor aparat terbukti banyak
merugikan kepentingan pelayanan dari masyarakat pengguna
jasa. Dengan adanya pemberian kegiatan di luar tugas pokok
pelayanan, aparat birokrasi menjadi cenderung mengabaikan
kepentingan pengguna jasa. Namun, di lain sisi masyarakat
pengguna jasa berpendapat bahwa pemenuhan kepentingan
pengguna jasa setidaknya telah mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya.
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad salah satu
masyarakat yang mengurus izin berikut31:
“…setidaknya untuk mengurus surat izin sekarang ini sudah
lebih mendingan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang
lalu-lalu itu petugas sangat acuh tak acuh, sedangkan
sekarang ini meskipun tidak semuanya, setidaknya sudah
ada 1 atau 2 orang yang langsung tanyakan apa
kepentingan masyarakat datang kekantor ini, tapi meskipun
begitu kita masih tetap sering menunggu kalau ada
pekerjaan lainnya…”
Keluhan yang disampaikan masyarakat pengguna jasa
merupakan indikator yang memperlihatkan belum dapat
memenuhi harapan pengguna jasa. Kemampuan birokrasi untuk
memprioritaskan pengguna jasa belum dapat terpenuhi. Namun,
dengan adanya keluhan dari masyarakat sebagai pengguna
31Hasil wawancara tanggal 26 Januari 2017.
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jasa menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat
untuk menuntut haknya sebagai konsumen untuk mendapatkan
pelayanan yang maksimal.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa birokrasi belum
sepenuhnya memberikan penghargaan yang layak pada
masyarakat. Masyarakat masih ditempatkan pada kedudukan
yang lemah sehingga seringkali dipinggirkan oleh kepentingan
yang lain.
b. Ketidaktepatan waktu pelayanan
Permasalahan yang juga kadang timbul dalam
pengurusan izin mendirikan bangunan yaitu dari segi
penyelesaian izinnya yang masih sering
mengalamiketerlambatan waktu penyelesaian. Hal ini terjadi
karena kesalahan-kesalahan teknis, seperti berkas permohonan
tidak lengkap dan gambar yang ditetapkan tidak sesuai dengan
aturan yang ada, dan terjadinya perubahan peruntukan
(perubahan fungsi) bangunan.
Hal inilah yang sering dijadikan sebagai ruang yang tepat
dimana oknum-oknum perantara untuk menawarkan bantuan
dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan, dengan
alasan agar dapat mengefisiensikan waktu pemohon.
Ketidakpastian waktu pelayanan ini membuat sebagian
pengguna jasa lebih memilih menggunakan jasa orang lain
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untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan izin
mendirikan bangunan (IMB).
Berdasarkan pengamatan penulis, salah satu penyebab
adanya oknum perantara dalam proses pengurusan izin
mendirikan bangunan (IMB) dapat disebabkan karena adanya
budaya masyarakat yang cenderung ingin instan dan selalu
mengatakan tidak ada waktu untuk mengurus surat izinnya
sendiri. Akibatnya, timbul praktik rent seeker yang
memanfaatkan gap responsitas layanan izin mendirikan
bangunan (IMB) di Kota Palopo.
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo.
Izin mendirikan bangunan, selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk
membuat bangunan baru, merenovasi dan/atau memugar dalam rangka
melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku32.
Berikut ini beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan
pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di
Kota Palopo :
32Lihat pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) tentang Pedoman Izin
Mendirikan Bangunan.
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1. Faktor Hukum (undang-undang): Peraturan Daerah yang telah
ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Palopo, belum dapat
diimplementasikan dengan baik oleh aparat pelaksana
pelayanan publik dan masyarakat itu sendiri.
Peraturan daerah Kota Palopo merupakan peraturan tertulis
yang berlaku umum sebagai suatu bentuk acuan dalam
melaksanakan suatu kegiatan. Dalam hal ini, dimaksudkan perilaku
hukum tertulis yang dibuat untuk menegakkan perilaku dalam
proses mendirikan bangunan yang hanya dapat berfungsi secara
efektif, apabila telah memenuhi syarat menurut Sajiipto Rahardjo,
diantaranya yaitu33 :
a. Syarat filosofis, yaitu bahwa hukum dapat memberikan
keadilan bagi masyarakat yang dijadikan sasarannya.
Tidak boleh suatu hukum menimbulkan diskriminasi
terhadap beberapa individu atau kelompok masyarakat
tertentu,
b. Syarat sosiologis, yaitu bahwa suatu hukum dapat
berfungsi apabila norma-norma yang bersifat abstrak
seperti yang termuat dalam pasal-pasalnya
diimplementasikan oleh para pelaksananya, baik oleh
masyarakat maupun penegak hukumnya.
33Sajipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal. 20.
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c. Syarat yuridis yang lebih menekankan pada segi
kepastian hukumnya. Kepastian hukum merupakan suatu
ukuran yang menentukan ketegasan atau kejelasan dari
suatu ketentuan hukum tentang hak dan kewajiban
orang/badan hukum (subyek hukum) dalam kehidupan
masyarakat, tentang apa-apa tindakan yang dapat
dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap
pelakunya, dan lain-lain. Adanya kepastian hukum dapat
diukur dari ada atau tidaknya peraturan hukum itu sendiri
serta sinkronisasi dengan peraturan hukum yang ada
diatasnya.
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan izin mendirikan
bangunan (IMB) di Kota Palopo, Peraturan daerah Kota Palopo
yang diharapkan dapat mendisiplinkan masyarakat dalam
pelaksanaan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) belum
memenuhi syarat yang telah dikemukakan tersebut diatas,
khususnya syarat sosiologisnya. Hal ini dikemukakan berdasarkan
pendapat dari beberapa masyarakat, diantaranya Ibu Widi sebagai
salah satu masyarakat Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa34:
“Soal izin pembangunan kayaknya tidak harusji diurus disini,
karena rumah ku jadi mi, sudah lamami juga saya huni tapi
belum pernah juga ada yang suruh urus izinnya, kecuali izin
usaha memang harus diurus dulu baru buka usaha. Tapi
34 Hasil wawancara 12 Januari 2017.
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tidak tau juga iya, mungkin ada tapi tidak diwajibkan. Tidak
pernah juga ada yang tanyakan soal surat izin
pembangunan, jadi kita masyarakat acuh tak acuh saja”.
Selain itu, Ibu Subihati juga mengemukakan bahwa35:
“Saya nda tau adakah peraturannya untuk mengurus izin
bangunan, kalau saya pribadi belum pernah lihat langsung,
tidak tau ada tidaknya, allahualam”.
Berdasarkan wawancara tersebut, dalam hal sosiologis,
peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah
Kota Palopo, ternyata belum dapat diimplementasikan dengan baik
oleh aparat pelaksana pelayanan publik dan masyarakat itu sendiri.
Hal ini disebabkan oleh belum tersosialisasinya peraturan daerah
tersebut dengan jelas dan tegas kepada masyarakat, sehingga
menyebabkan keraguan bagi masyarakat untuk melakukan dan
mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan sebelum
melaksanakan pembangunannya.
2. Faktor Masyarakat : Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat
dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Palopo Untuk
Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang
seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya
35 Hasil wawancara 12 Januari 2017.
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tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.
Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat
terhadap hukum itu tentang apa yang semestinya dilakukan dan
tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap
hak orang lain (tenggang rasa). Taraf kesadaran hukum dapat
dilihat dari beberapa indikator berikut36:
 Pengetahuan tentang hukum
 Pemahaman tentang hukum
 Sikap terhadap hukum
 Perilaku hukum
Pengetahuan tentang hukum dapat diartikan sebagai
keadaan didalam fikiran seseorang mengenai suatu hukum
tertentu. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa orang yang
mengetahui hukum,  biasanya taraf keasadaran hukumnya
rendah. Sedangkan orang yang mengerti hukum dan paham
tentang suatu hukum, memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
Adapun penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat
dikembalikan pada faktor berikut37:
 Taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-
undangan yang rendah.
36 Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. Politik, Kekuasaan, dan Hukum. Semarang : Badan Penerbit
Universitas Diponegoro. Hal. 96.
37Ibid. Hal. 98.
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 Mentalitas yang kurang baik dari masyarakat oleh
karena sikap tindaknya yang impulsive dan
emosional yang didasarkan pada kekayaan
materiil, kekuasaan, kedudukan, dan ketenaran.
 Lebih mementingkan kelaziman daripada
kebenaran.
b. Kepatuhan Hukum Masyarakat
Kepatuhan hukum merupakan bentuk perilaku hukum
yang merupakan hasil manifestasi kesadaran hukum. Adapun
taraf kepatuhan hukum adalah relatif, karena seseorang dapat
patuh, bisa disebabkan karena :
 Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar
hukum
 Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik
dengan lingkungan
 Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik
dengan penguasa
 Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan
 Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin
dan dilindungi oleh hukum.
c. Kurangnya Sumber Daya Manusia
Dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan
di Kota Palopo khususnya di Kantor Badan Penanaman Modal
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dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Palopo, saat
ini memiliki  sumber daya manusia yang masih sangat minim
dan belum cukup dalam memberikan pelayanan terhadap
pengguna jasa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai
pelaksana yang masih terhitung sedikit dalam memberikan
pelayanan, sehingga Hal tersebut kadang membuat masyarakat
pengguna jasa harus menunggu. Pegawai pelaksana pemberi
izin mendirikan bangunan hanya berjumlah 13 orang dan belum
cukup untuk turun langsung kelapangan. Oleh karena itu, perlu
kiranya untuk dilakukan penambahan pegawai lagi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab diatas, maka
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan pengamatan dalam penelitian yang dilakukan oleh
penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses
pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palopo,
khususnya di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo belum
terlaksana dengan optimal. Hal ini berdasarkan pada acuan
bahwa pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya
berorientasi pada pengguna jasa, hal tersebut dapat dilihat dari
masih kurang responsifnya pelayan publik dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, serta
lamanya waktu pelaksanaan yang masih sering mengalami
keterlambatan penyelesaian yang secara otomatis belum
memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pelayanan
Publik di Kota Palopo, yaitu :
a. Faktor Hukum (undang-undang) : Peraturan Daerah yang
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Palopo, belum
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dapat diimplementasikan dengan baik oleh aparat pelaksana
pelayanan publik dan masyarakat itu sendiri.
b. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat : Kurangnya
kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum
masyarakat Kota Palopo untuk mengurus Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka agar pelaksanaan pelayanan
publik dalam pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Palopo dapat
terlaksana dengan baik dan optimal, penulis memberikan saran sebagai
berikut :
1. Agar kiranya Aparat Birokrasi dapat memberikan pelayanan
yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat/publik selaku
pengguna jasa dengan memberikan responsibilitas yang lebih
ekstra agar dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat
sebagai pengguna jasa.
2. Kiranya Pemerintah Daerah Kota Palopo dapat mengefektifkan
peraturan daerah yang telah ditetapkan sebagai acuan
kedisiplinan masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan
bangunan (IMB) dengan melakukan sosialisasi dan melakukan
penerapan sanksi yang lebih berbobot agar dapat memberikan
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efek jera bagi masyarakat yang tidak melaksanakan/mengurus
izin mendirikan bangunan (IMB).
3. Agar kiranya Pemerintah Kota Palopo dapat melakukan upaya-
upaya dengan meningkatkan pengawasan kepada masyarakat
yang belum memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan
memberikan dorongan agar masyarakat mengurus izin
mendirikan bangunan (IMB).
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